ABSTRAK

Wilhan Senopati (1203050177): Tanggungjawab Notaris Yang Membuat Akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual Tanpa Sepengetahuan
Pemilik Objek Tanah Dihubungkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun
2014 tentang Jabatan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum, menjalankan jabatannya memiliki kewajiban
hukum Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014
untuk bertindak dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang dapat mengacu kepada
prinsip mengenali pengguna jasa. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kasus
notaris yang melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dalam hal proses pembuatan akta
autentik dengan beberapa contoh kasus dalam suatu putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor 686/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel dan Nomor 366/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel
yang mana notaris membuat akta autentik tanpa sepengetahuan pemilik asli objek jual
beli.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tanggung jawab hukum notaris dalam
pembuatan akta autentik dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta autentik
yang dibuatnya tanpa sepengetahuan pemilik objek jual beli.

Adapun penelitian ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 tentang sebagai subjek hukum tiap tindakan yang dilakukan sudah
sepatutnya sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan penelitian ini menggunakan
teori kepastian hukum menjelaskan prinsip yang memastikan bahwa hukum harus
diterapkan secara konsisten sehingga setiap individu menyesuaikan tindakan mereka
sesuai aturan yang ada dan teori tanggungjawab hukum menjelaskan tanggungjawab
subjek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPer,
selain itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif
analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data dalam penelitian
ini menggunakan sumber data sekunder dan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dan wawancara sebagai data
pendukung. Metode analisis data dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif.

Hasil penelitian adalah tanggungjawab notaris secara perdata harus mengganti
kerugian berupa mengembalikan suatu keadaan karena perbuatan notaris memenuhi
unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPer. Secara administrasi notaris
diberi sanksi peringatan tertulis karena melanggar kewajiban hukumnya Pasal 16 ayat
(1) huruf a UUJN. Secara pidana, notaris tidak dapat bertanggungjawab secara pidana
karena tidak terlibat dalam tindak pidana. Akibat hukum terhadap akta autentik menjadi
tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagaimana Pasal 1869 KUHPer karena tidak
memenuhi kekuatan pembuktian materiil dan tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian.
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